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ABSTRAK 

 

Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa perdata merupakan 

fenomena yang sering terjadi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kerugian 

akibat pendirian bangunan di atas tanah milik pihak lain. Permasalahan tersebut sering 

kali dipicu oleh adanya ketidakjelasan status kepemilikan tanah akibat terbitnya 

sertifikat ganda, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang 

Nomor 458/Pdt.G/2022/PN Smg. Keberadaan sertifikat ganda menunjukkan masih 

lemahnya kepastian hukum di bidang pertanahan, yang disebabkan oleh kurang 

optimalnya administrasi pertanahan serta rendahnya ketelitian dalam proses 

pendaftaran tanah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa antara masyarakat 

dengan pihak lain, termasuk badan usaha milik negara. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum yang digunakan dalam 

gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap sengketa kepemilikan tanah 

dengan sertifikat ganda dalam Putusan Nomor 458/Pdt.G/2022/PN Smg serta 

pertimbangan hakim dalam memutus gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 

terhadap sengketa kepemilikan tanah dengan sertifikat ganda dalam Putusan Nomor 

458/Pdt.G/2022/PN Smg. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas, norma, doktrin 

hukum, serta putusan pengadilan yang relavan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan 

data hasil wawancara dengan narasumber terkait guna melengkapi bahan analisis 

terhadap permasalahan yang dikaji. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam 

gugatan antara lain Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai 

perbuatan melawan hukum, Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengenai persangkaan hakim yang memungkinkan hakim menarik kesimpulan 

berdasarkan fakta-fakta persidangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun demikian, gugatan berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata tidak dapat dikabulkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan penerapan Pasal 1915 

KUHPerdata dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa persangkaan yang 

dibangun justru menguatkan posisi Tergugat dibandingkan Penggugat. Dalam hal ini, 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjadi landasan utama, 

khususnya terkait prinsip bahwa sertifikat yang diterbitkan lebih dahulu memiliki 

kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut 

telah mempertoleh kekuatan hukum tetap yang pada akhirnya menegaskan bahwa 

kedudukan hukum Tergugat lebih kuat dibandingkan Penggugat. 
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